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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengelolaan keuangan dae dijabarkan dalam Peraturan Dalam

N

dengan pemahaman terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang seringkali dirumuskan sebagai rencana keuangan.




Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa sebagai
lembaga yang berperan mengembangkan sektor industri dan perdagangan di
Kabupaten Gowa khususnya di Kawasan Selatan Indonesia pada umumnya

diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskannya.
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alat manajemen yang dapat digunakan untuk
melaksanakan dua fungsi utamanya yaitu perencanaan dan pengenalian agar
lebih efektif dan efesien sehingga data keuangan pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan dapat terkontrol, baik pengeluaran maupun pemasukan.




Pengertian anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis,
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit
kesatuan monoter yang berlaku untuk jangka tementu yang akan datang.
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yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis bermaksud
melakukan penelitian, dengan judul peneliian  “Analisis Pengolaan




Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Gowa"
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pertimbangan bagi organisasi pemerintahan atau instansi lain
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kﬂuangan mﬂmn lentang beberapa keputusa
yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan
pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen.




Berdasarkan dari teori- teori diatas dapat disimpulkan bahwa

manajemen keuangan adalah penggabungan ilmu dan seni dengan cara
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan.

a. Fungsi Manajemen Keuang
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b. Tujuan Manajemen Keuangan
Tujuan manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan,
analisi, dan pengendalian yang dilakukan oleh manajer keuangan. Untuk
mempertahankan keberlangsungan operasional perusahaan banyak
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keputusan keuangan yang peru diambil oleh manajer keuangan.
Keputusan keuangan dapat diambil dengan benar apabila hal tersebut
sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Secara umum

penyedia informasi keuanagn pada perusahaan yang dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan oleh pihak-
pihak yang memiliki kepentingan.




Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan
keuangan merupakan suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan
untuk memberikan segala informasi yang bersangkutan dengan keuangan
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periode tertentu.
f. Media informasi mengenai catatan-catatan yang terdapat pada laporan
keuangan.




Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa laporan
pada suatu perusahaan bagi para pengguna laporan keuangan.
3. Jenis-jenis Laporan Keuangan
Terdapat lima jenis |g n keuangan utama pada bisnis.
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tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan
selanjutnya.
b. Laporan Arus Kas



Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas.
Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cashflow ini sendiri
dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang
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Pada hakikatnya, laporan neraca adalah gabungan dari segala
laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya
adalah satu tahun sekall. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah
terkait finansial di tahun selanjutnya.
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Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat
penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa
pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada,

Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi
tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai

pada angka laporan keuangannyaCatatan ini juga membantu




menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam
metodologi akun tahun ke tahun.
Catatan catatan laporan keuangan bukaniah hal yang wajib ,

\\\\‘\nhu/

Alr

I/Yo V/' ¢¢:: ":\'
7, W
//1/ o WQQ{\\

vl .
% Ll

7 .
%@ o
i o

A
»

disajikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pihak intern dan
pihak ekstern yaitu untuk keperluan pimpinan perusahaan dalam
mang_endalikan perusahaan yang di pimpinnya agar dapat mencapai
tujuan-tujuan secara efisien. Pihak ekstern yaitu untuk keperluan para
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pemegang saham, para kreditur, pemerintahan dan pihak-pihak lain yang
memeriukan.

mencapai tujuan-tujuan bersama. Memurut Siagian (2004:2) Administrasi

adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia
atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
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Berdasarkan pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
administrasi adalah seluruh kegiatan kerjasama kelompok, baik dua orang
atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
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Administrasi keuangan tahunan adalah pembukuan  atau
akuntansi (controler) yang mempunyai fungsi pokok (recording)
dan membuat laporan (reporting) tentang informasi keuangan
suatu perusahaan dalam periode tahunan.



b.  Administrasi Keuangan Bulanan
Administrasi keuangan bulanan adalah pembukuan atau
akuntansi (controler) yang mempunyai fungsi pokok (recording)
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sederetan angka yang merupakan target pencapaian perusahaan.
Penulisan dalam bentuk angka adalah untuk memudahkan anggota
organisasi melihat target yang ingin dicapai perusahaan di dalam suatu
periode tertentu. Rencana kerja tersebut merupakan suatu sasaran resmi



perusahaan yang harus diupayakan untuk dicapai oleh seluruh anggota
organisasi. Tanpa ada upaya serius untuk mencapainya, maka anggaran
yang disusun oleh perusahaan tidak terlalu banyak manfaatnya.
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memahaminya. Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk
kuantitatif moneter yang ringkas.

2. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. Bukan berarti anggaran
tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulana
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misalnya, atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan.
Batasan waktu di dalam penyusuan anggaran akan berfungsi untuk
memberikan batasan rencana kerja tersebut.

. Mengandung komitmen mansz

nen. Anggaran harus disertai dengan
h anggota organisasi untuk

Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan di dalam
pelaksanaannya. Karena tanpa ada analisis yang lebih mendalam
tentang penyimpangan tersebut, maka potensi untuk terulang lagi di
masa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan



tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, agar tidak
terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran di
kemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.
3. Fungsi anggaran
Menurut Rudianto (2009:20) Secara umum seluruh fungsi di
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mengelola produk tersebut, mencar tenaga kerja beserta dengan
kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk
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menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.
¢. Actuating (Menggerakkan)
Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas
manajemen selanjutnya ada sngarahkan dan mengelola setiap

A\ sahaan tersebut agar dapat
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Menurut Rudianto (2009:22) Berkaitan dengan keempat fungsi
utama manajemen tersebut, anggaran memiliki dua fungsi utama, yaitu
sebagai berikut:

a. Alat Perencana
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Sebagai bahan dari fungsi perencanaan (planning), anggaran
merupakan rencana kerja yang menjdi pedoman bagi anggota
organisasi dalam bertindak. J/Anggaran merupakan rencana yang
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Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (controlling), anggaran
berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi
telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran
berfungsi sebagai suatu standar/tolak ukur manajemen. Sebagai suatu
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standar, anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan
setiap bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan setiap bagian
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diperhatikan di dalam proses penyusunan anggaran.
Beberapa pertimbangan yang menyangkut motivasi berkaitan dengan

penyusunan anggaran, antara lain:
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a. Tingkat kesulitan
Anggaran yang terlalu sulit untuk dicapai membuat pelaksana anggaran
tidak akan bersemangat dalam mencapainya. Anggaran yang terlalu

antara satu bagian dengan bagian lain pada pelaksana anggaran.
d. Kesulitan Departemen Anggaran

Departemen anggaran harus menganalisis anggaran secara rinci, dan
harus merasa pasti bahwa anggaran telah disiapkan secara semestinya
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serta yakin bahwa informasi yang terkandung di dalamnya akurat.

Misalnya, departemen anggaran memastikan bahwa anggaran yang
disusun tidak mengandung kelonggaran yang terlalu berlebihan.
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berpengaruh  terhadap  aktivitas/kegiatan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan. Semakin besar jumiah BL Dinas Perindustrian dan
Perdagangan berarti program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dipastikan banyak. Sebaliknya semakin kecil BL Dinas
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Perindustrian dan Perdagangan berarti akfivitas Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dimaksud juga terbatas, konsekuensinya pegawai Dinas
Perindustrian dan Perdagangan banyak yang menganggur. ‘seragamnya’ BL

v
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Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatumya. Kewenangan atributif ini
merupakan tugas pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam PP
Nomor 18 Tahun 2008.



2. Kewenangan delegatif
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Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari

Bupati kapada Camat.

E. Tinjauan Empiris

Simanjuntak | Pengukuran Kinerja
(2010) Pengelolaan
Keuangan
Pemerintah
Kabupten
Simalungun.

''''''

kinerja pengelolaan
keuangan Pemerintah
Kabupaten Simalungun relatif
baik, kecuali pada indikator
dalam bidang. Indikator ini
hanya mencapai skor sebesar
75% dan dinilai kurang efektif

bahwasanya

4 | Korompot Analisis

Hasil penelitian menunjukkan
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(2015) Penyusunan proses penyusunn anggaran
Anggaran pada | pada Dinas Pendapatan
Dinas Pendapatan | Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pengelolaan Kota Kotamobagu tahun
Keuangan dan Aset | anggaran 2014 telah sesuai
dengan  peraturan  Menteri
Dalam Negeri No. 27 Tahun
2013 tentang Pedoman
yusunan Anggaran
atan dan Belanja Daerah

§ garan 2014.
5 | Basri F ‘1\ ian menunjukkan
O penyusunan

.......

bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan
keuangan dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka wakiu tersebut. APBD

di susun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan
alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumiah pendapatan yang Kantor




Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan perangkat daerah yang
diberi wewenang oleh bupati untuk mengelola keuangan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir
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b. Data sekunder yaitu berupabuku-buku literature dan jurnal-

jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
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E. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh datainformasi yang  diperiukan  dalam
penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

penelitian penulis. Dalam penelitian ini, penulis merupakan instrumen utama
yang didukung dengan pedoman wawancara kepada pihak yang
bersangkutan dengan penelitian, sehingga memudahkan penulis dalam
berdialog dengan informan, alat perekam (tape recorder), handphone,

]
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kamera, personal computer (PC), dan alat tulis sebagai pelengkap ketika
wawancara berlangsung. Wawancara pada umumnya membutuhkan
panduan wawancara pada awal turun ke lapangan. Wawancara biasanya
disusun sebelum peneliti turun lapangan dan bertemu langsung
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dideskripsikan, diasumsi, serta disajikan dalam bentuk rupa sehingga
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disederhanakan dalam
pengertian bahwa sejumiah data yang terkumpul melalui teknik observasi,




teknik 38 wawancara, dan dokumentasi digabung menjadi satu kemudian
dicocokkan untuk dibakukan dan diolah serta dipilih menurut jenis atau
golongan pokok bahasanya. Karena data yang diperoleh masih dalam




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
berupa bentuk menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai
sekarang sesuai dengan Perda No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kabupaten Gowa.




Dalam bentuk sejarah Dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan
Kaupaten Gowa. Sejarah berdirinya dilihat dari segi kantor departmen di
dirikan pada tanggal 16 Januari 1977 Sektor Perdangangan dan
Perindustran yang memiliki perafian atau strategis dalam pembagunan
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b Jaminan Pasar yang akan menyerap hasil produksi termasuk jaringan
distribusi yang dapat berfungsi sebagal jalur pemasaram secara
efesiensi.

¢ Krisis Ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih,
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d Tantangan Perkembangan liberilisasi perdagangan baik dalam rangka

kerjasama yang membawa dampak peningkatan persaingan usaha.

e Mengkordinasi penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
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1. Meningkatkan Pembinaan untuk pengembangan industri kecil

yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

2. Menjamin kelancaran jalur distribusi dan ketersediaan

barangfjasa

3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif serta jaminan kepastian

bagi investor
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4. Menyiapkan data potensi yang akurat dengan pemanfaatan
sistem informasi

5. Mengembangkan agroindustri dan agrobisnis

6. Memperluas pangsa pasar ( Pemasaran ) hasil industri dan
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salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah maka susunan organisasi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS (ESELON II/B)
1. Kepala Dinas




Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dinas;
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kabupaten;

d. Memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha
industri dan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan
IKM di kabupaten;
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e. Menyelenggarakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan serta
penyajian informasi pelaksanaan waijib daftar perusahaan sakala

kabupaten;
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dan kegiatan sub bagian;
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :




a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan
mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum,
kepegawaian, keuangan dan periengkapan;
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k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.




KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN (ESELON Il A)

1. Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang , mempunyai
tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
menyelia, mengatur, mengevaluz dan melaporkan penyelenggaraan
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d. Merumuskan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan
penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri;

e. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan
dan pengembangan Kawasan Industri Berikat dan penyelenggaraan
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kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi
lainnya;

f.  Merumuskan bahan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan promosi
agrobisnis dan agroindustri ddlam rangka peningkatan potensi pasar,
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¢. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam lingkup Bidang

Perdagangan;
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d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan
pejabat non structural dalam lingkup Bidang Perdagangan;.
3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut .

laporan pelaksanaan tugas kepada atasan,
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;




KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO ( ESELON il A)
1. Bidang Pengembangan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi
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sebagai acuan pelaksanaan tugas;

d. Memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas diselesaikan dengan baik
dan memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku;




45

e. Menyusun bahan bimbingan teknis Bidang Pengembangan Usaha Mikro;
f. Menyusun bahan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan
keterampilan SDM usaha mikro;

a) Anggaran Belanja Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Gowa. Dana kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Gowa berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja
daesrah (APBD). adapun anggaran belanja pada Kantor Dinas




Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa pada tahun 2020
sebesar Rp 3.366.861.000,00 yang mencakup Belanja tidak langsung
sebesar Rp.2.956.861.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
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dari anggaran sebesar Rp2.956.861.000,00. Belanja Langsung yang
penyerapan anggaran sebesar Rp 508.145.346,00 atau 99,55 % dari

anggaran sebesar Rp 510.000.000,00.

Secara umum pada Tahun Anggaran 2020 dalam hal pencapaian
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target kinerja pada SKPD Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Gowa terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi
keseluruhan proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
antara lain :

1) Belum seimbangnya ar

Tahun) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan bahwa :
“Untuk pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang
berbasis akrual telah diterapkan pada pengelolaan administrasi keuangan

pada kantor dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten gowa




dimana sistem akrual ini membantu pengelolaan keuangan dalam
memverifikasi pertanggung jawaban keuangan secara tepat, cepat dan
sistematis. (hasil wawancara tanggal 17 September 2021).
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mengumpulkan, melakukan validasi, mengolah, menganalisis data, dan
menyediakan informasi keuangan dalam rangka merumuskan kebijakan
dalam pembagian dana perimbangan, evaluasi kinerja keuangan,
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
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(RAPBD) serta memenuhi kebutuhan lain, seperti statistik keuangan
negara”.(hasil wawancara tanggal 17 september 2021).
Prosedur Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada SKPD Kantor Dinas
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menjadi rencana kerja (Renstra) untuk periode 5 tahun, Kemudian
disusun Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 tahun.
Setelah Rencana Kerja (Renja) dan dibahas kembali untuk

mengakomodir semua aspirasi yang ditetapkan pada Musrenbang




Kabupaten yang dituangkan dalam KUA-PPAS kemudian terbentukiah
Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA SKPD) oleh
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
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Sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Kamariyah, S.Sos (40
Tahun) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kantor Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa yang menyatakan
bahwa :
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“Untuk perencanaan Administrasi di Kantor Dinas Perdagangan dan
Perindustrian dimulai dari pengumpulan program/kegiatan dari setiap

seksi di kantor Perdagangan dan Perindustrian kepada Kepala Sub
n untuk di jadikan Rencana

Rencana Kerja (Renja)’. (Hasil
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sudah mencapai realisasi lebih dari 90
% maka bendahara sudah bisa mencetak SPJ Administratif
dan S PJ Fungsional dimana SPJ Administratif dan SPJ

Fungsional menggambarkan total anggaran, realisasi




anggaran dan sisa anggaran dari Kantor Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Gowa.
b. Setelah Surat Pertanggung Jawaban Administratif dan Surat

Pyaady

\ ,’ ’I’ \

prosesnya sama yaitu harus melampirkan Surat Pertanggung
Jawaban Fungsional bulan berjalan tetapi untuk nominal tidak
ditentukan, tergantung berapa jumlah kebutuhan kantor.

e. Setelah Surat Permintaan Pembayaran terbit, Kasubag
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Perencanaan dan Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan
verifikasi Surat Permintaan Pembayaran yang telah di buat
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Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu
Kamaryah,S.Sos (40 Tahun) selaku mantan bendahara dan
sekarang menjadi kasubag perencanaan dan keuangan di kantor




dinas perdagangan dan perindustrian :

“Yang mengurus pengelolaan administrasi keuangan pada
kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian  ialah

7]//'11 i u\\\\‘.\

a. Menginput transaksi setiap belanja yang diminta baik GU
maupun TU yang harus diinput melalui system aplikasi daerah
"SIPKD" Gowa.

b. Belanja berdasarkan GU/TU harus sesuai dengan kwitansi
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c. Belanja GU/TU harus meliputi pembelanjaan apakah
memakai PPH 21, PPH 22, PPH23, PPH 24 dan PPH pajak
lainnya dan harus di setor yang tertera pada kwitansi itu

sendiri jika ada.

usulan pelaporan Surat Pertanggung Jawaban untuk
diberikan kebendahara kembali.
e. Bendahara membuat laporan bulanan atau akhir tahun.

f. Setelah selesal laporan diberikan kepada Kadis untuk
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disahkan.

g. Laporan yang telah disahkan diserahkan ke Badan
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C. pembahasan
RKA-SKPD _ DPASKPD __, SPP : lSPI"»\‘E
spJ Pencairan — SP2D

:J‘ | \\\\\“"h//// ]
‘/ "\\\%\”v,:: O/ ’// &

* ” ﬂﬂﬂﬂﬂ ’5‘2? ___-—- » *
E«- .e \“‘ ’ Z
:\\" ///(/&Uwo\\\\ ” h

«;J\ 7z N g

'-.Q‘f “ AR Q’ ‘;
(/ﬁ_—‘ ‘

2 K

V.
£

\

Hdmangan dan Fe causins _ Joupate owa Qisus sebaga

kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan
pembangunan 5 (lima) tahun serta untuk penilaian keberhasilan.
Rencana Strategis yang disusun juga ditujukan untuk memacu
penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin




tercapainya sasaran Strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang
memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras
dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis.
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sistematis.

Laporan keuangan pada Dinas Perdagangan dan
Perindustrian di susun pada akhir tahun yang menunjukkan posisi
keuangan dalam waktu satu tahun sejalan dengan pendapat Harahap




(2009:180) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan
hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu
tertentu.

dan Perindustrian /

Operasional,

v dh .
\\\\\‘i il ni///f

‘. Avl,
& 22
\5 SN
Q:M'/
"——7——__/ e® =

= U/‘v:'

~ l
n Perind

///I / B3an n\

Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian Surat Perintah
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk di buatkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi dasar pencairan dana Kantor




Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian membuat laporan
akhir tahun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas |aporan
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Keuangan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan MNegara
Pasal 56, PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
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pada Bab Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD pasal 99 dan
peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tanggal 15 Mei 2006, pada
bagian ketiga Bab XII pada an pasal 295 dan Peraturan menteri
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HASIL WAWANCARA

1. Bagaiaman cara melakukan pengelolaan administrasi keuangan
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dengan baik?

Jawaban: Pengelolaan administrasi keuangan di disperindag sudah berjalan
dengan baik dan lancar




6. Siapa saja yang berperan penting dalam peningkatan pelayanan administrasi
keuangan?

Jawaban : Ada Kepala Dinas, Bendahare
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